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KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI DAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG

NOMOR : 25 TAHUN 2003

NOMOR : PKK‑12/07/2.003

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN

MENTERI DALAM NEGERI DAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG,

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, periu dilakukan koordinasi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, baik di Pusat maupun di Daerah;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin.

Mengingat
: 1. 
Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

2. Undang‑undang Nomor 22. Tahun 1499 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu;

2. Titik Distribusi adalah tempat di desa atau tempat lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan Divisi Regional Bulog/Sub regional Bulog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas RASKIN kepada pelaksana distribusi akhir;

3. Keluarga miskin adalah masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai dengan Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;

4. Satuan Tugas RASKIN adalah Tim Pelaksana distribusi yang ditetapkan Kepala Divre/Kepala Sub Divre yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana Distribusi Akhir;

5.
Pelaksana Distribusi Akhir adalah Kepala Desa/Kelurahan dibantu oieh aparat bawahannya atau Lembaga Kemasyarakatan yang mandiri yang disyahkan oleh Bupati/Walikota yang bertugas mendistribusikan beras RASKIN kepada Penerima Manfaat dengan disaksikan oleh wakil masyarakat apabila diperlukan;

6.
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan yang selanjutnya disebut UPMP adalah unit kerja yang bertugas menangani permasalahan RASKIN;

7.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANC LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama pelaksanaan Program RASKIN melalui Keputusan Bersama ini meliputi :

a. Pendistribusian RASKIN dan penyelesaian pembayarannya;

b. Pendataan Keluarga Miskin;

c. Penetapan pagu alokasi RASKIN;

d. Pembuatan Pedoman Pelaksanaan.
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BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri meliputi:

a. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pendistribusian dan penyelesaian pembayaran RASKIN di Daerah;

b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pendataan keluarga miskin di Daerah;

c. Menyusun pedoman dan rencana kerja dalam pelaksanaan RASKIN;

d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan di Pusat dan Daerah.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung jawab Direktur Utama Perum Bulog meliputi :

a. Menyediakan beras sesuai kebutuhan;

b. Mengangkut dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Akhir di Titik Distribusi;

c. Membiayai operasional penyediaan, pengangkutan dan penyerahan beras sampai di Titik Distribusi;

d. Menerima penyetoran hasil penjualan beras RASKIN.

Pasal 5

Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog secara bersarna‑sama rnene​tapkan pagu RASKIN tingkat Provinsi, sosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaksana​an RASKIN di Daerah.

BAB IV

P E LA K S A N A A N

Pasal 6

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini di tingkat Pusat ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktur Operasional Perum Bulog baik secara bersama‑sama maupun sendiri‑sendiri.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan Bersama di tingkat Daerah ditindaklanjuti oleh :

a. Gubernur dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab RASKIN di Daerah;

b. Kepala Divisi Regional/Kepala Sub Divisi Regional Bulog selaku pelaksana distribusi RASKIN di Daerah.
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BAB V

PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing‑masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Petunjuk Teknis Operasional Keputusan Bersama ini di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal : 22 Juli 2003.

MENTERI DALAM NEGERI,


DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG.

HARI SABAIRNO



WIDJANARKO PUSPOYO
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REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN INDONESIA.

MELALUI PROGRAM RASKIN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Sebagai kelanjutan Deklarasi Yogyakarta tanggal 27 Maret 2003, tentang Komitmen Bersama Penanggulangan Kemiskinan Nasional, kami Gubernur seluruh Indonesia menyatakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan program Raskin sebagai kebijakan khusus pemulihan ekonomi masyarakat miskin menuju kemandirian, serta memperkuat institusi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh strata Pemerintahan guna mengakselarasi upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Jakarta, 22, Juli 2003

KESEPAKATAN

1. NAD S/D 

30. PAPUA

